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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR :07 /KPTS/170/IV/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RPJMD
KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

1y Menimbang : bahwa untuk melakssanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3]
s Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Juncto Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah, perlu
menetapkan  Keputusan DPRD Kota DBatam  tentang
Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor & Tahun
2016 tentang RRJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Republik I[ndonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

> Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
denpan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ERepublik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3679);




4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor €197);

7. Peraturan Daerah Kola Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daereah Kota Batam Tahun 2018
Nomor &};

( Memperhatikan : 1. Surat Walikota Batam Nomor : 186/SKL/HK/I/2019 tanggal
21 Januari 2019 perihal Pengagendaan Penyampaian
Ranperda Perubahan Perda Nomor & Tahun 2016 tentang
RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021,

2. Sural DPRD Kota Batam Nomor : 138/170/IV/2019 tanggal
01 April 2019 hal Pembentukan Pansus;

3. Surat Fraksit - Fraksi DPRD Kota Batam hal Usulan
Keanggotaan Pansus;

4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2019 tanggal 08 April 2019;

MEMUTUSKAN:
— Menetapkan
.\ KESATU . Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan
Peraturan Dacrah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021
scbagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini.
KEDUA - Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi
tugas Panitia Khusus;

2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam
dan/atau pihak-pihak yang terkait;

3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat
Keputusan atau Rekomendasi;

4, melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD
Kota Batam dalam Eapat Paripurna.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 90 (sembilan puluh)
hari kerja sejak ditandatanganinya keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
pada APBD Kota Batam.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikermudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 08 April 2019

LAN RAKYAT DAERAH
TAM,

KETUA DEWAN PI




Lampiran : Keputusan DPED kota Batam
Nomor : of /KPTE/170/IV/2019
Tanggal ; 08 April 20149

NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUEBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN

2016 TENTANG RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021

1. | NURYANTO, SH., M.H. R KETUA

2. | H. ZAINAL ASIDIN, SE., MM. FENANOSUNG | WAKIL KETUAT

3 | IMAN SUTIAWAN, SE., MM PE”j"ﬂ”ﬁf; NG WAKIL KETUA [1

4 | HELMY HEMILTON, SH., MH FENANCOUNG | wAKIL KETUA I

5 | AMINTAS TAMBUNAN KEETUA F-PARETAI NASDEM

6 HENDRA ASMAN, SH., MH WKL RETOA | - PARTATGOLEAR |
7 | BOMMEN HUTAGALUNG ANGGOTA | F- PDI - PERJUANGAN
8 | GANDA TIUR M. smomwrgxm, SH ANGGOTA | F- PDI - PERJUANGAN
9 | MUHMAMMAD YUNUS MUDA, SE ANGGOTA F- PARTAI GOLKAR
10 | NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si ANGGOTA | F- PARTAI GERINDRA |
11 | Ir, MULIA RINDO FURBA, M.Si ANGGOTA F- FHR:T.-"-'LI GERINDEA
12 | SUMALIL, SE ANGGOTA | F- PARTAI DEMOKRAT
13 | EDWARD BRANDO, SH ANGGOTA e
14 | SUKARYO, SE., MM agaoors | FUERELE TR
15 | H. MUHAMMAD MUSOFA, SE ANGGOTA He nggﬁm

16 | H. FAUZAN, S.Pd.1 ANGGOTA e

17 | JURADO SIBURIAN, SH ANGGOTA g

KETUA DEWAN PER

LAN RAKYAT DAERAH
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